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ABSTRAK 
Hukum merupakan garda terdepan dalam membatasi pergerakan manusia. Oleh 
karenanya hukum menjadi sebuah perbincangan yang hangat di masyarakat serta 
menjadi buah bibir yang tidak pernah larut dalam pandangan masyarakat Indonesia. 
Hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan dan perkembangan pesat, tentunya hal 
ini ditandai dengan berkembangnya pembelajaran tentang ilmu hukum di universitas, 
sekolah-sekolah serta banyaknya lembaga penelitian yang memperkenalkan hukum. 
Pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin berkembang. Seiring berkembangnya 
hukum di Indonesia, maka meningkat pula kajian-kajian dan penelitian-penelitian 
tentang hukum yang bertujuan untuk menggali serta terus mencari pandangan-
pandangan hukum (perspektif hukum) dan kajian terhadap perundang-undangan yang 
ada di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) merupakan 
sebuah mekanisme dalam menentukan apakah seorang Terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan kesalahannya atas apa yang diperbuatnya atau tidak. Dalam hal 
dapat atau tidak dipidananya si pembuat pidana, harus memperhatikan unsur 
persangkaan pasal yang diterapkan. Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa 
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum, sebagaimana 
dimaksudkan dalam undang-undang, maka seharusnya pertanggungjawaban itu 
ditekankan kepadanya sesuai dengan kesalahannya. 
Kata Kunci: pertanggungjawaban pelaku, persetubuhan, anak, tindak pidana. 
  
ABSTRACT 
Law is the front line in limiting human movement. Therefore, the law has become a hot 
discussion in the community and is a byword that never dissolves in the views of the 
Indonesian people. Law in Indonesia has experienced rapid progress and development, 
of course, this is marked by the development of learning about law in universities, 
schools, and the number of research institutions that introduce the law. So that public 
knowledge about the law is growing. Along with the development of law in Indonesia, 
there are also studies and studies on the law that aim to explore and continue to seek 
legal views (legal perspectives) and studies of existing legislation in Indonesia. 
Criminal responsibility is a mechanism in determining whether a defendant or suspect 
is responsible for his mistakes or not. In terms of whether or not the perpetrator of the 
crime can be convicted, he must pay attention to the element of suspicion in the article 
that is applied. Criminal liability has the meaning that every person who commits a 
criminal act or violates the law, as intended in the law, then that responsibility should 
be emphasized to him according to his mistake. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Hukum merupakan garda terdepan dalam membatasi pergerakan manusia. Oleh 
karenanya hukum menjadi sebuah perbincangan yang hangat di masyarakat serta 
menjadi buah bibir yang tidak pernah larut dalam pandangan masyarakat Indonesia. 
Hukum di Indonesia telah mengalami kemajuan dan perkembangan pesat, tentunya hal 
ini ditandai dengan berkembangnya pembelajaran tentang ilmu hukum di universitas, 
sekolah-sekolah serta banyaknya lembaga penelitian yang memperkenalkan hukum. 
Sehingga pengetahuan masyarakat tentang hukum semakin berkembang. Seiring 
berkembangnya hukum di Indonesia, maka meningkat pula kajian-kajian dan penelitian-
penelitian tentang hukum yang bertujuan untuk menggali serta terus mencari 
pandangan-pandangan hukum (perspektif hukum) dan kajian terhadap perundang-
undangan yang ada di Indonesia. 
Berkaitan dengan masalah hukum banyak pakar-pakar atau ahli-ahli hukum yang 
telah mengkaji hukum secara mendalam di antaranya ialah tentang tindak pidana. 
Pengertian tindak pidana yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) oleh pembuat undang-undang sering diartikan dengan strafbaarfeit.1 Para 
pencetus undang-undang tersebut tidak pernah memberikan gambaran atau pengertian 
secara mendalam apa yang diartikan sebagai tindak pidana (strafbaarfeit) itu sendiri 
sehingga banyak para ahli hukum yang memberikan pendapat berkaitan dengan hal 
tersebut. 
Masing-masing para pakar hukum atau ahli hukum mengartikan maksud dan tujuan 
dari tindak pidana sebagai sebuah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan 
delik. Arti dari “strafbaarfeit” itu sendiri terbentuk dari bahasa Belanda yang mana 
terdapat tiga suku kata pertama straf yang mana artinya ialah hukuman (pidana), kedua 
baar yang artinya dapat (boleh) dan yang ketiga ialah feit yang berarti tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. Sehingga arti dari strafbaarfeit ialah peristiwa yang dapat 
dipidana dan atau perbuatan yang dapat dipidana.2 Berdasarkan pandangan para ahli 
hukum. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana ialah sebagai suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek 
tindak pidana.3 Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana merupakan perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum disertakan ancaman (sanksi) berupa pidana, bagi siapa saja 
yang melakukan yang melanggar larangan tersebut dan yang perlu diingat ialah 
larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya yang diartikan sebagai sebuah 
perbuatan dalam sebuah peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh orang.  
Selain daripada itu Moeljatno juga memberikan arti bahwa tindak pidana 
merupakan sebuah pengertian dari tindakan yang memiliki arti orang yang melakukan 
sesuatu4. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan 
pidana telah dipecah menjadi dua bagian di antaranya ialah kejahatan dan pelanggaran. 
Di dalam KUHP jika dilihat dari segi hukumnya maka kejahatan lebih dititik beratkan 
kepada sebuah ancaman penjara bagi siapa saja yang melakukannya, sedangkan untuk 
 
1  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap 
Dengan Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 28. 
2  I. Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 32. 
3  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 
hlm. 55.  
4  Ibid., hlm. 20. 
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pelanggaran terhadap pelaku pidana hanya menitikberatkan kepada kurungan dan 
denda.  
Dengan adanya penjabaran tentang kedua hal tersebut di atas maka sebagai bentuk 
pembatasan ruang lingkup pergerakan manusia dalam kehidupan maka diperlukan 
adanya sebuah aturan hukum yang menjadi wadah untuk memberikan batasan-batasan 
kepada manusia dalam menjalani kehidupan sebagai warga suatu negara. Belakangan 
ini, masyarakat dihadapkan dengan hukum yang memandang bahwa hukum 
memfokuskan pada pelaku kejahatan yang mana pelaku merupakan faktor utama dalam 
kejahatan. Dengan adanya hal itulah maka sudah bukan menjadi sebuah rahasia umum 
jika penanganan akan pidana hanya menitikberatkan kepada pelakunya dan hukuman 
yang diterima oleh pelaku.  
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat disuguhkan dengan berbagai jenis tindak 
pidana yang sering bermunculan di tengah masyarakat. Terkadang tindak pidana 
menjadi sebuah ancaman bagi sebagian orang yang mana pelaku kejahatan tidak pernah 
melihat siapa yang akan menjadi korban perbuatannya. Pelaku kejahatan tidak pandang 
bulu atau memilah siapa yang akan dijadikan korbannya. Pelaku kejahatan lebih 
mengedepankan perbuatan yang mudah dilakukan namun aman bagi pelakunya. 
Sebuah penjabaran para sarjana hukum istilah yang digunakan terkait tindakan 
pidana ialah merupakan sebuah singkatan dari kata Tindakan atau penindakan yang 
mana arti dari kata tersebut ialah adanya seseorang melakukan suatu hal.5 Seseorang 
yang melakukan pidana disebut sebagai penindak di mana arti dari kata tersebut ialah 
sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan siapa saja yang melakukan 
perbuatan. Perbuatan itu harus masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum 
dan tidak ada dasar ataupun alasan untuk meniadakan prinsip melawan hukum dari 
perbuatan atau tindakan tersebut. 
Pada prinsipnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tentunya hal yang 
melanggar ketentuan hukum sangat tidak menyenangkan orang lain. Hal ini merupakan 
sebuah gambaran yang tidak baik untuk perkembangan taraf kepribadian seseorang. 
Dalam rangka menyelesaikan setiap tindakan yang telah dipandang sebagai tindakan 
yang sangat merugikan orang lain serta dianggap sebagai merugikan kepentingan 
khalayak ramai di atas kepentingan diri pribadi harus mendapat perhatian khusus 
pemerintah dalam mengawal penyelesaiannya. 
Di samping itu penyelesaian tindak pidana mengedepankan pandangan atau pola 
pikir yang lebih untuk merumuskan tempat, lokasi kejadian, uraian kejadian serta siapa 
yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga penyelesaiannya lebih cepat, mudah dan 
tepat. Dilain hal penyelesaian juga menuntut seseorang yang mampu mengawakinya 
karena dengan kemampuan seseorang itulah penyelesaian perkara dapat lebih jelas dan 
tepat. 
Maraknya perbuatan pidana dikalangan masyarakat tentunya menjadikan situasi 
berkehidupan bermasyarakat tidak kondusif, membuat tidak nyaman serta tidak adanya 
rasa toleransi dalam kehidupan bersosial. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus 
ditempuh oleh lapisan masyarakat atas munculnya perbuatan pidana yang dianggap 
sangat meresahkan makhluk sosial. Untuk meminimalisir berkembangnya perbuatan 
pidana dalam masyarakat maka perlu adanya pengetahuan yang harus juga berkembang 
sehingga dapat menjadi filter atau penyaring kerisauan tentang pidana yang telah 
membuat ketidaknyamanan masyarakat. Terkadang masyarakat hanya melihat jika 
terjadi perbuatan pidana maka yang harus bertanggung jawab ialah si pembuat 
 
5  Ibid. 
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kejahatan. Masyarakat tidak melihat siapa yang memerintah melakukan, siapa yang 
turut serta melakukan serta apa yang dilakukan. Masyarakat hanya melihat pada saat 
kejadian itu terjadi dan terkadang masyarakat apabila menangkap basah pelaku 
kejahatan, tanpa berpikir panjang malah melakukan penyelesaian dengan sanksi sosial 
seperti contoh melakukan pengeroyokan atau yang sering dikatakan main hakim sendiri 
bukan menyerahkan pelaku kejahatan kepada petugas penegak hukum atau pihak yang 
berwajib dalam hal ini Kepolisian. Banyak pernyataan yang dilontarkan oleh 
masyarakat bahwa pelaku kejahatan jika diserahkan kepada pihak yang berwajib 
hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan sehingga 
sanksi yang tepat ialah dengan melakukan sanksi secara langsung atau sanksi sosial. 
Masyarakat menilai jika pelaku tidak langsung diberikan sanksi sosial tidak akan 
menjadikan efek jera dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama. 
Sanksi sosial dianggap sebagai perbuatan yang tepat untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Beberapa asumsi masyarakat 
menjelaskan bahwa jika perkara tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib sanksi 
hukum yang dijatuhkan tidak pernah memberikan keadilan atas apa yang dilakukan 
yang mana putusan itu dianggap menguntungkan pelaku pidana dan putusan hakim 
tidak berpihak kepada korban dan tidak mengedepankan rasa keadilan.  
Dari semua pembahasan di atas maka setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
seseorang tentunya memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan tentunya hal ini 
dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana yang 
dilakukan oleh pembuatnya memiliki asas kesalahan (asas culpabilitas) di mana asas ini 
menegaskan terkait nilai keseimbangan monodualistik artinya asas kesalahan yang 
mengacu pada nilai-nilai keadilan yang menjadi keharusan dalam menyejajarkan nilai 
keadilan dengan asas legalitas yang mengedepankan nilai-nilai kepastian. Walaupun 
kedua hal tersebut sama-sama memiliki prinsip yang berbeda namun tidak menutup 
kemungkinan bahwa adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan 
pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). 
Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) merupakan sebuah 
mekanisme dalam menentukan apakah seorang Terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan kesalahannya atas apa yang diperbuatnya atau tidak. Dalam hal 
dapat atau tidak dipidananya si pembuat pidana, harus memperhatikan unsur 
persangkaan pasal yang diterapkan. Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa 
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum, sebagaimana 
dimaksudkan dalam undang-undang, maka seharusnya pertanggungjawaban itu 
ditekankan kepadanya sesuai dengan kesalahannya. 
Dengan kata lain, orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana akan 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana ketika ia melakukan pidana. 
Tentunya pertanggungjawaban memiliki sebuah tujuan untuk mencegah terjadinya 
dilakukannya pidana serta untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran di masyarakat. 
Selain hal itu, digunakannya hukum pidana dengan adanya sangsi tentunya agar 
terciptanya stabilitas rasa keadilan yang merata tidak adanya kesenjangan sosial serta 
perbedaan strata sosial dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. 
Pertanggungjawaban pidana menekankan pengalihan hukuman kepada pelakunya. 
Tentunya hal ini mengacu pada siapa yang melakukan dan perbuatan yang 
dilakukannya. Pertanggungjawaban harus melihat pada dasar kesalahan sehingga 
keadilan atas penerapan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembuatnya. 
Dengan melihat hal tersebut maka pertanggungjawaban merupakan penentu dari 
rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuatnya atau pelaku pidana. 
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Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam jurnal ini dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak di bawah umur khususnya pada Putusan Nomor 
23/Pid.Sus/2019/PN.Btg? 
2. Apakah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak sudah memberikan rasa adil bagi korban khususnya pada Putusan 
Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg? 
Tujuan Penulisan 
Dalam penulisan ini memiliki tujuan penelitian ialah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak di bawah umur khususnya pada Putusan Nomor 
23/Pid.Sus/2019/PN.Btg. 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak sudah memberikan rasa adil bagi korban ataukah 
belum memberikan rasa adil bagi korban khususnya pada Putusan Nomor 
23/Pid.Sus/2019/PN.Btg.  
Metode Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. 
Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih 
dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (library research) yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti.6 Penelitian hukum normatif yang didukung dengan data 
empiris dalam penelitian ini berfokus pada penerapan sangsi terhadap pelaku Tindak 
Pidana Pencabulan terhadap anak.7 
Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 
primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan 
penelitian ini ialah:  
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP); 
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer 
berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu 
bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum. Bahan hukum tersier 
ialah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau 
menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas kamus hukum, 
kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. 
 
 
6 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 14. 
7 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 280. 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK 
(studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg) 
6                                                                     Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 
PEMBAHASAN 
Definisi Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 
“Toerekenbaarheid” atau “Criminal Responsibility” atau “Criminal Liability”, yang 
berarti bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seorang 
tersangka/Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau 
tidak. Dalam hal ini apakah Terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, 
maka perbuatan yang telah dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan ia mampu 
untuk bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperhatikan kesalahan dari pelaku 
yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela tertuduh 
menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.8 
Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan 
sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana 
(Actrus Reus) dan keadaan sifat batin pembuat (Mens Rea). Kesalahan merupakan unsur 
pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung 
makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak 
terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karna tidak mungkin 
hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu 
bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh Terdakwa.9  
Pemidanaan 
Istilah “pidana” dan “hukuman”, semula dipakai berganti-ganti sebagai kata yang 
sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang 
bersifat negatif. Akan tetapi, kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan. Istilah 
“hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang 
luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, 
tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. 
Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam 
bidang hukum pidana. Di samping itu Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 
menjelaskan yaitu:  
“Pidana ialah suatu reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap 
pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah 
suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan 
(treatment).”10 
Menurut Roeslan Saleh, pidana ialah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu 
nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.11 Selanjutnya 
Soedarto menegaskan bahwa: 
“Pidana ialah nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan 
sebagai nestapa.”12 
 
8  Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 
250. 
9  Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 72 
10 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 
Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 69. 
11 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5 
12 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 110. 
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Muladi dan Barda Nawawi Arief, telah mengemukakan beberapa pendapat tentang 
definisi pidana, di antaranya pendapat Alf Ross, bahwa pidana merupakan reaksi sosial 
yaitu:  
1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum; 
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan 
tertib hukum yang dilanggar; 
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak 
menyenangkan; dan 
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi pidana tersebut di atas, oleh 
Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut:  
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa 
atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang); dan 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut 
undang-undang. 
Dilihat dari beberapa pendapat tentang definisi pidana sebagaimana telah disebut di 
atas, maka menurut penulis, pada hakikatnya pidana itu ialah pengenaan derita atau 
nestapa sebagai wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan 
hukum yang berlaku. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, 
terlebih lagi setelah munculnya sanksi pidana berupa tindakkan, sebagai akibat dari 
pengaruh aliran modern, maka pengertian pidana sebagai pengenaan derita harus 
ditinjau kembali. 
Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting 
sekali. Mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan 
pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Adapun pertimbangan hakim dalam 
memberikan keputusan, menurut Djoko Prakoso ialah menetap terlebih dahulu fakta-
fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian menetapkan 
hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat 
fakta itu ditetapkan apakah perbuatan Terdakwa sendiri dapat dipidana.13 
Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, yang 
diterapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya. 
Selanjutnya dalam Pasal 52 KUHAP, yaitu jika seorang pegawai negeri melanggar 
kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh 
dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai 
kekuasaannya, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka 
hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya. 
Dengan tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, maka pemidanaan 
yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang membawa hasil sebagaimana mestinya, 
sehingga tujuan diadakannya pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan kurang 
efektif dan efisien. Dalam naskah rancangan KUHP tanggal 13 Maret 2015, 
sebagaimana telah berulang kali mengalami penyempurnaan lewat kerja tim penyusun 
yang sudah berganti beberapa kali telah merumuskan pedoman pemberian pidana 




13 Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1984), hlm. 19-20. 
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Pengertian Anak 
Anak ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan suatu titipan kepada 
orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi 
oleh orang tuanya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada 
dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. Menurut 
Shanty Dellyana yang dimaksud dengan anak ialah mereka yang belum dewasa dan 
menjadi dewasa karena peraturan tertentu.14 Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi 
apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif 
Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa.15 
Perlindungan hukum terhadap anak ialah memberikan pengayoman kepada hak 
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.16 
Pendapat lain mengenai perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan 
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.17 
Orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (miderjangheid/inferiority) 
atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige 
ondervoodij), maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum 
positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku 
universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.18 Berdasarkan 
pengertian anak tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
pengertian anak ialah mereka yang masih muda usianya. Dalam hukum positif yang 
berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal tersebut di atas 
dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai 
pengertian anak. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak 
memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, 
nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh 
keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan 
semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Hukum pidana di Indonesia 
berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dengan kata lain Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana ialah acuan dasar dalam hukum yang diterapkan di 
Indonesia. 
Pengertian Anak Sebagai Korban  
Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum dalam hak 
asasi anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan 
pemenuhan hak anak, jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi konvensi 
internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan hak anak melalui Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child 
(Konvensi Hak Anak). Sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam 
konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar. 
Pertama, prinsip hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk 
mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan 
 
14 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 50. 
15 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: 
Mandar Maju, 2005), hlm. 91. 
16 Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1993), hlm. 24. 
17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 
18. 
18 Lilik Mulyadi, Op.cit., hlm. 4. 
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sebaik-baiknya; kedua, prinsip hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak 
untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi 
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak; ketiga, prinsip hak untuk 
mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak 
kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi 
anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi; keempat, 
prinsip hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam 
segala hal yang mempengaruhi anak. 
Anak merupakan makhluk sosial, dalam hal ini sama kedudukannya dengan orang 
dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya bantuan orang 
lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa bantuan dari orang lain 
anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai taraf kemanusiaan yang semestinya. 
Anak harus kita jaga dan kita lindungi, dikarenakan beberapa faktor, yaitu:  
1. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus yang berbeda dengan orang dewasa; 
2. Anak sebagai ujung tombak, sumber potensi dan generasi penerus perjuangan cita-
cita bangsa di masa depan; 
3. Anak belum dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain; 
4. Anak belum mengerti dan memahami hal-hal yang negatif yang akan merugikan 
dirinya sendiri maupun orang lain. 
Perlindungan anak ialah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi 
anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan 
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka 
perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. 
Perlindungan terhadap anak ini menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang 
tua, keluarga, masyarakat dan juga negara. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya 
berupa sandang, pangan dan papan, namun juga perlindungan terhadap kondisi fisik dan 
psikologis anak. Artinya bahwa anak dapat berkembang dan hidup secara normal tidak 
hanya perkembangan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan psikologisnya. 
Upaya dalam mewujudkan perlindungan anak harus terus menerus dimaksimalkan 
demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu 
aset berharga demi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan anak 
hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap 
orang dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan 
hukum (equality before the law). 
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan 
Anak sebagai korban ialah anak-anak yang menderita fisik, mental, sosial akibat 
perbuatan tindak pidana orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang 
bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Proses penegakan hukum yang 
cenderung tidak berpihak terhadap korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual 
yang sering terjadi ialah putusan pengadilan dalam memberikan hukuman terhadap 
pelaku sering kali ringan dan bahkan kerap tidak diproses hukum karena minimnya alat 
bukti dan lemahnya aturan perundang-undangan yang sudah ada untuk menjerat pelaku 
kekerasan seksual termasuk tindak pidana persetubuhan pada anak. 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengertian anak 
menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban ialah anak yang 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental 
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
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Dalam tindak pidana persetubuhan anak, perangkat perundang-undangan di 
Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu juga 
terdapat dalam perundang-undangan lain. Akan tetapi, dari masa ke masa kejahatan itu 
selalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Hampir setiap hari 
media massa tidak pernah sepi akan pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa tindak 
pidana kekerasan seksual dan persetubuhan, baik dengan korban perempuan dewasa 
maupun korban anak. 
Data Perkara Persetubuhan Terhadap Anak  
Bahwa dalam tulisan ini penulis mencontohkan beberapa kasus persetubuhan 
terhadap anak yang sudah memiliki putusan tetap yang mana dari beberapa kasus ini 
penulis jadikan sebagai bahan untuk mengembangkan buah pikir dalam merumuskan 
kelengkapan tulisan ini di antaranya:  
1. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Kds tanggal 9 
Januari 2020 dan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap 
Terdakwa EH bin MM telah melakukan perbuatan pidana memaksa anak untuk 
melakukan perbuatan cabul. Adapun putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 
ialah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan 
penambahan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Perlu diketahui bersama bahwa 
jika melihat pada kronologis kejadian perkara tersebut, yang mana akibat perbuatan 
cabul yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan rasa trauma, syok dan ketakutan 
yang berkepanjangan dan rasa sakit pada vagina akibat remasan yang dilakukan oleh 
Terdakwa tentunya hal ini sangat berpengaruh pada psikologi anak. Apabila beban 
psikologis tersebut atau trauma pada anak tersebut sulit dihilangkan maka salah satu 
generasi penerus bangsa akan mengalami kerusakan dan tidak akan mudah keluar 
dari permasalahan tersebut dan hal ini amat sangat merugikan korban dan keluarga. 
Jika melihat pada ancaman hukuman yang dijatuhkan hanya 2 (dua) tahun maka hal 
ini sanggatlah jauh dari harapan adanya keadilan bagi korban. 
2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 20 
Agustus 2019 menyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa 
K bin C yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh 
orang tua secara berlanjut. Adapun awal kronologis dari perkara tersebut ialah anak 
korban yang masih duduk di kelas 4 (empat) SD dan pelaku ialah orang tua anak 
korban sendiri. Pelaku kejahatan melancarkan perbuatan persetubuhan terhadap 
anaknya yang masih di bawah umur secara terus menerus sampai dengan anak 
korban hamil. Anak korban sudah menolak namun karena kasarnya tingkah laku 
serta adanya kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh pembuat kejahatan dengan 
cara memukul, menampar sampai dengan menendang pantat korban menggunakan 
kakinya, membuat anak korban tidak berdaya dan terjadilah persetubuhan tersebut. 
Persetubuhan ini dilakukan dengan cara awalnya pelaku memanggil anak korban 
yaitu, “Via ayuk maen dengan bapak”, seketika itu anak korban menanyakan, “Main 
apa pak”, tanpa adanya penjelasan pelaku langsung menurunkan celana dan celana 
dalam anak korban selanjutnya pelaku memasukkan penis pelaku yang sudah 
mengeras ke dalam vagina anak korban sampai pelaku merasa enak dan puas lanjut 
mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban. Dari kejadian yang 
berlanjut itu, anak korban sampai terlambat haid dan dinyatakan hamil setelah 
melakukan pemeriksaan. Dari perkara ini hakim menjatuhkan hukuman kepada 
Terdakwa dengan ancaman hukuman penjara 17 (tujuh belas) tahun dan denda 
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Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan digantikan 
dengan tambahan hukuman 3 (tiga) bulan. 
3. Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg pada tanggal 19 
Februari 2019, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 
16.00 WIB Anak korban “DF” yang sedang bermain dan melewati rumah Terdakwa 
di Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang dipanggil oleh Terdakwa dengan 
kata “Sini Ma”, kemudian Anak korban datang dan dibawa masuk ke dalam rumah 
Terdakwa, lalu Anak Korban dibawa ke dalam kamar Terdakwa. Di dalam kamar, 
Terdakwa memberi uang kepada anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu 
rupiah) dengan maksud agar anak korban diam dan menurut untuk disetubuhi 
Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melepas sarung yang dikenakannya dan anak 
korban disuruh berbaring di kasur oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa 
menurunkan celana anak korban, kemudian Terdakwa mulai meraba-raba area 
kemaluan dan payudara korban anak serta mencium pipi agar terangsang. Setelah 
penis Terdakwa mengeras lalu Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan 
penisnya ke dalam vagina korban berulang-ulang dengan cara Terdakwa 
menggoyang-goyangkan pantatnya. Sekira kurang lebih 1 menit Terdakwa 
merasakan kenikmatan kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban 
dan penis Terdakwa mengeluarkan air mani di atas kasur. Bahwa anak korban 
merasakan sakit pada vaginanya serta vaginanya mengeluarkan bercak darah. 
Setelah menyetubuhi anak korban, Terdakwa berkata kepada anak korban, “Jangan 
bilang-bilang ibumu, kalau bilang nanti tidak akan dikasih uang lagi,” anak korban 
sudah mengenal Terdakwa mempunyai watak yang keras dan pemarah, merasa takut 
kemudian menuruti kemauan Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa. 
Dari perkara ini hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan ancaman 
hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
dan apabila tidak dibayarkan digantikan dengan tambahan hukuman 3 (tiga) bulan. 
Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Metro 
Jaya 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum 
Polda Metro Jaya terkait grafik atau data statistik kasus persetubuhan terhadap anak 
periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:  
1. Pada tahun 2016 kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 25 (dua puluh 
lima) kasus; 
2. Pada tahun 2017 kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 81 (delapan 
puluh satu) kasus; 
3. Pada tahun 2018 kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 206 (dua ratus 
enam) kasus; dan 
4. Pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 350 (tiga ratus 
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Tabel 1 













Data Jumlah Korban Kekerasan Seksual Anak Tahun 2019 
No. Data Kasus Jumlah Kasus 
1. Korban Kekerasan Seksual 99 
2. Pelaku Kekerasan Seksual 3 
3. Korban Kejahatan Seksual Online 1 
4. Korban Dan Pelaku Kekerasan Seksual 1 
Jumlah 104 
Sumber: Akses Internet Bank Data KPAI diolah 2021 
 
Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana  
Proses penegakan hukum yang cenderung tidak berpihak terhadap korban anak 
dalam tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi ialah putusan pengadilan 
dalam memberikan hukuman terhadap pelaku sering kali ringan dan bahkan kerap tidak 
diproses hukum karena minimnya alat bukti dan lemahnya aturan perundang-undangan 
yang sudah ada untuk menjerat pelaku kekerasan seksual pada anak. 
Hak-hak korban yang diabaikan sering terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan proses-proses selanjutnya, hal ini terjadi 
karena beberapa faktor, yaitu:  
1. Masalah kejahatan tidak dilihat dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya 
terlebih kasus kekerasan seksual dianggap tabu dan sering kali terjadi kesepakatan 
berdamai dalam penyelesaian perkaranya; 
2. Penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori 
etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab dan bermartabat; 
3. Anak sebagai korban suatu tindak kejahatan menjadi kendala baru dalam proses 
hukumnya mengingat anak yang tidak memahami yang sedang terjadi pada dirinya, 
ingatan yang pendek, rasa malu dan takut untuk memberikan keterangan yang 
sebenarnya, cara berkomunikasi yang belum sempurna, dan kondisi psikologis 
lainnya; 
4. Proses mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup, pada umumnya 
kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan oleh 
orang lain selain korban sendiri, ditambah dengan minimnya informasi edukasi 
tentang seksualitas kepada anak membuat anak tidak memahami apa yang 
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Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
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5. Adanya ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu, serta manipulasi dari 
pelaku yang sering menolak tuduhan bahwa ia melakukan kekerasan seksual 
kepada korban, strategi ini sering digunakan para pelaku kekerasan seksual anak, 
pelaku menuduh korban anak berbohong dan rekayasa karena dianggap masih kecil 
dan tidak memahami apa yang dialaminya. Selain itu anggapan bahwa hal-hal yang 
berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain mengingat 
ada beberapa pelaku kekerasan seksual berasal dari kalangan keluarga korban 
sendiri. 
Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satunya ialah menjatuhkan sanksi 
pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang 
ini juga mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan 
kepada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana, eksploitasi baik secara ekonomi 
atau seksual, fisik dan psikologis. 
Mengingat kendala yang sangat mungkin terjadi pada proses peradilan yang 
melibatkan anak sebagai korban, maka dibutuhkan usaha lebih dari berbagai pihak 
untuk membantu mewujudkan proses hukum yang adil. Selain itu seorang anak yang 
menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak dan kewajiban yang harus 
dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia, hak dan kewajiban 
korban. 
Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.  
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 
kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti 
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.19 Para pakar asing hukum 
pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana. 
Istilah strafbaarfeit ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat 
dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Andi Hamzah memberikan 
definisi mengenai delik, yakni delik ialah, “Suatu perbuatan atau tindakan yang 
terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”20 Lanjut Moeljatno 
mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut strafbaarfeit itu sebenarnya ialah, “Suatu 
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”21 Jonkers 
merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai, 
“Suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan 
 
19 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 18. 
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88. 
21 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & 
Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72. 
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kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.”22 
strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya P.A.F. 
Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di 
mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut ialah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum.23 
Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan strafbaarfeit ialah 
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.24 Istilah delik (delict) 
dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit di mana setelah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga 
otomatis pengertiannya berbeda. 
Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan 
perumusan sebagai berikut: 
“Tindak pidana ialah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan 
tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang 
(yang bertanggung jawab).”25 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak ialah merupakan singkatan dari kata 
“tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. 
Tindakan apa saja dilakukan semua orang. Akan tetapi, dalam banyak hal suatu 
tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan 
dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut 
golongan kelamin misalnya wanita atau pria, sedangkan menurut golongan dalam 
pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi 
status/klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur 
“barang siapa”.26 
Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak 
menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan 
konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak ialah 
kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam 
tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai “ditindak”. Oleh karena 
itu, tindak sebagai kata tidak begitu di kenal, maka perundang-undangan yang 
menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam 
penjelasannya hampir selalu di pakai kata “perbuatan”.  
Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo, 
berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila 
tersusun sebagai berikut, “Bahwa perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang oleh 
suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.”27 Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat 
 
22 Ibid, hlm. 75. 
23 P.A.F, Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 
34. 
24 Ibid., hlm. 35. 
25 S.R, Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni, 1992), 
hlm. 297. 
26 Ibid, hlm. 290. 
27 Ibid, hlm. 56. 
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“aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang 
masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 
Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang 
dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. 
Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Persetubuhan terhadap Anak 
Persetubuhan sering disebut sebagai tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan 
kesusilaan yang semakin marak terjadi. Pada prinsipnya persetubuhan atau pemerkosaan 
terjadi karena adanya penyimpangan yang dialami oleh seseorang atau sedikit adanya 
gangguan kejiwaan. Selain dari pada itu, terjadinya persetubuhan karena pada dasarnya 
manusia memiliki nafsu berahi (gairah seksual). Dewasa ini, pada masa menjelang 
dewasa yang selalu tumbuh berkembang persetubuhan dapat berawal dari adanya 
hubungan spesial dikalangan milenial atau dapat dikatakan sebagai pacaran.  
Kebanyakan anak-anak di zaman milenial masih banyak yang belum bisa 
melakukan kontrol atau mengendalikan dirinya sendiri. Terkadang dari pacaran ini 
dapat menciptakan perbuatan persetubuhan yang tentunya perbuatan tersebut masuk 
dalam kategori pelanggaran kesusilaan. Menurut pakar hukum yaitu Sigmund Freud 
menegaskan bahwa, setiap manusia memiliki nafsu berahi (libido) yang terkadang 
menuntut untuk dilampiaskan. Namun demikian, nafsu berahi ini mengendap pada 
tubuh manusia. Rasa itu selalu meronta-ronta dalam tubuh manusia baik kaum adam 
maupun kaum hawa.28 Libido tidak selalu dapat direalisasikan dengan benar atau dapat 
dibilang dengan istilah tersembunyi artinya tanpa banyak orang yang tahu. Tidak 
tersalurkannya rasa ini tentunya terjaga dengan adanya norma agama, sosial dan 
runcingnya hukum.  
Analisis Yuridis Normatif 
Secara substansi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengatur 
hal-hal baik anak yang berhadapan dengan hukum, anak terbentuk dari kalangan 
minoritas, anak korban dari adanya eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang 
diperjual belikan, anak sebagai korban dari sebuah kerusuhan, anak yang menjadi 
seorang pengungsi dan anak yang berada dalam sebuah kondisi konflik bersenjata. 
Walaupun undang-undang telah mengisyaratkan demikian, implementasi dari hal 
itu masih belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyaknya pemikiran yang 
sangat berbeda serta adanya tumpang tindih aturan tentang anak. Oleh karena itu, untuk 
menjaga dan berjalannya efektivitas tentang pengawasan penyelenggaraan perlindungan 
anak, sangat diperlukan hadirnya lembaga independen yang menjadi wadah bagi anak 
dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Di samping itu, undang-
undang di atas secara konkret lebih mengedepankan kepada anak yang menjadi korban 
dan anak sebagai pelaku kejahatan. 
Berdasarkan uraian di atas dan contoh yang penulis gambarkan maka dalam hal 
masih berkembangnya atau masih tingginya kekerasan seksual terhadap anak maka, 
perlu adanya perhatian yang lebih mendalam tentunya dengan memperhatikan 5 (lima) 
aspek penting di antaranya yaitu:  
1. Anak sebagai korban berhak mendapatkan keadilan; 
2. Jaminan hukum dalam pemberian bantuan, restitusi dan kompensasi saat ini belum 
cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan 
setingkat dengan undang-undang. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang 
harus segera diselesaikan pemerintah dalam mengubah hukum acara pelaksanaan 
 
28  Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Jakarta: 
Buku Seru, 2015), hlm 7-8. 
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pemberian bantuan, restitusi dan kompensasi agar tujuan layanan dapat berjalan 
maksimal; 
3. Penyelesaian kasus anak mewajibkan adanya pendekatan keadilan yang dapat 
mengembalikan keadaan korban, pelaku dan masyarakat terkait; dan 
4. Memberikan perhatian khusus atas isu kekerasan seksual yang semakin 
berkembang. 
Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg 
Terdakwa “ST” (laki-laki, umur 43 tahun, WNI, Islam, dagang, Ds. Ketanggan, 
Kec. Gringsing, Kab. Batang) di Desa Ketanggan, Kec. Gringsing, Kab. Batang 
dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “sini ma”, kemudian anak korban “DF” datang 
dan dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa “ST” di dalam kamar, Terdakwa “ST” 
memberi uang kepada anak korban “DF” sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 
dengan maksud agar anak korban “DF” diam dan menurut untuk disetubuhi Terdakwa 
“ST”. 
Setelah itu, Terdakwa “ST” melepas sarung yang dikenakannya dan anak korban 
“DF” disuruh untuk berbaring di kasur oleh Terdakwa “ST”, selanjutnya Terdakwa 
“ST” menurunkan celana anak korban “DF”. Kemudian Terdakwa “ST” mulai meraba-
raba alat kemaluan dan payudara anak korban “DF” serta menciumi pipi anak korban 
“DF” agar Terdakwa “ST” terangsang. Setelah alat kelamin Terdakwa “ST” mengeras, 
Terdakwa “ST” menindih tubuh anak korban “DF” dan memasukkan ke dalam alat 
kelamin anak korban “DF” berulang-ulang dengan cara Terdakwa “ST” menggoyang-
goyangkan pantatnya hingga merasakan kenikmatan, kemudian Terdakwa “ST” 
mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan cairan putih di kasur. 
Terdakwa “ST” melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu untuk 
perbuatan kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, bertempat di 
dalam rumah Terdakwa “ST”, sedangkan untuk perbuatan ketiga dilakukan pada hari 
Minggu tanggal 7 Oktober 2018, di tempat yang sama yaitu di dalam kamar Terdakwa 
“ST” di rumahnya. Akibat dari hal tersebut di atas, anak korban “DF” mengalami 
penderitaan psikis dan penderitaan fisik yaitu robek pada selaput dara kemaluannya. 
Pertanggungjawaban Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak  
Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg, majelis hakim memutuskan bahwa 
Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar 
Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, menyatakan, 
“Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang 
dilakukan secara berlanjut.” Oleh karenanya, majelis hakim terhadap Terdakwa, 
memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kurungan. Dengan 
pertimbangan sebagai berikut; 
Ad. 1: Barang siapa. Unsur-unsur pidana barang siapa telah dipertimbangkan dalam 
dakwaan primair dan menurut majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi (terbukti), 
maka majelis hakim yang mengadili mengambil pertimbangan tersebut dalam dakwaan 
ini. 
Ad. 2: Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak. Keterangan saksi korban anak “DF”, Terdakwa menyetubuhi anak 
korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 14 Januari 2018, kedua 12 Agustus 
2018 dan 7 Oktober 2018 dengan imbalan yang dikasih oleh Terdakwa kepada korban 
pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua dan ketiga masing-masing 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
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Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali anak korban dipanggil untuk 
masuk ke rumahnya kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar 
dan setelah itu Terdakwa membuka sarung, menurunkan celana dan celana dalam 
korban setelah itu Terdakwa memasukkan penis yang sudah mengeras ke dalam vagina 
anak korban dan selanjutnya menggoyangkan pantatnya maju mundur selanjutnya 
setelah satu menit dari penis Terdakwa mengeluarkan air mani. 
Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban “DF” dilakukan 
secara berlanjut atau sebanyak 3 (tiga) kali pertama dilakukan pada tanggal 14 Januari 
2018 dengan imbalan yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh 
ribu rupiah) kedua dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2018 dan ketiga dilakukan pada 
tanggal 7 Oktober 2018 yang mana Terdakwa setelah melakukan persetubuhan 
memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya anak korban sedang melewati 
rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil dan mengajak korban masuk ke dalam 
kamar dan meminta korban untuk berbaring di kasur, kemudian Terdakwa melepas 
sarungnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam 
vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur setelah 1 (satu) menit 
mengeluarkan air mani di dalam vagina anak korban. 
Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membenarkan jika telah 
melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
memberikan uang sebanyak pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kedua 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketiga juga sama Rp100.000,00 (seratus ribu 
rupiah) dan dilakukan di rumahnya di Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing Kab. Batang 
Ad. 3: Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa bahwa persetubuhan 
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira 
pukul 16.00 WIB, kedua, pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 
WIB dan ketiga pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2018 di rumah Terdakwa yang 
beralamat di Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing Kab. Batang. 
Persetubuhan tersebut dilakukan awalnya anak korban melintas di depan rumah 
Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke rumah dan 
dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa melepaskan 
sarungnya, melepaskan celana dan celana dalam anak korban dan menyuruh anak 
korban berbaring di kasur, setelah itu Terdakwa memasukkan penis yang sudah kenceng 
dan mengeras ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju 
mundur, setelah 1 menit mengeluarkan air mani di dalam vagina anak korban. 
Setelah air mani keluar, anak korban keluar dari kamar dan kembali ke rumahnya 
dan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan mengatakan, “Jangan bilang ke ibumu ya 
kalo bilang nanti tidak dikasih uang lagi.” 
Berdasarkan keterangan saksi WS, TS, FS, IS dan SA bahwa berdasarkan cerita 
dari anak korban benar adanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 
(tiga) kali dan memberikan uang kepada anak korban selanjutnya Terdakwa disetubuhi 
di rumahnya di Ds. Ketanggan, Kec. Gringsing kab. Batang. 
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan para 
Terdakwa. 
1. Keadaan yang memberatkan:  
a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; dan 
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2. Keadaan yang meringankan 
a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk 
tidak mengulangi perbuatannya; dan 
b. Terdakwa belum pernah dihukum. 
Selama pemeriksaan para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang sudah 
dijalankan oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan 
dijatuhkan. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan tidak ada alasan untuk 
mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar para Terdakwa 
tetap ditahan. 
Analisa Yuridis 
Setelah penulis analisis dari hasil putusan tersebut, pada dasarnya memang hukum 
sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam 
persangkaan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun jika melihat 
pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berlanjut atau berulang-
ulang yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah pelaku melakukan persetubuhan terhadap 
anak korban, Terdakwa bilang “Jangan bilang ke ibumu dan kalo ngomong maka tidak 
dikasih uang lagi,” maka dengan secara tidak langsung penulis menganggap bahwa anak 
korban di bawah tekanan dari pelaku sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan trauma 
yang mendalam bagi anak korban secara berkepanjangan maka seharusnya terhadap 
pelaku tidak hanya dijatuhkan hukuman yang ringan, tetapi harus ditambahkan 
hukuman lagi sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan rasa adil 
bagi korban.  
Namun jika kita analisis hasil Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg penulis 
melihat bahwa sebagai akibat dari perbuatan dari persetubuhan yang dilakukan oleh 
Terdakwa anak korban mengalami trauma yang berkepanjangan dan dikucilkan dari 
sosial masyarakat, tentunya hal ini sangat berdampak buruk bagi psikologi seorang anak 
yang pada masanya ini harusnya berkembang dengan baik tanpa adanya gangguan baik 
secara fisik maupun psikologisnya, tetapi dengan adanya perbuatan persetubuhan ini, 
anak korban akan mengalami perubahan baik dalam sosial masyarakat maupun 
psikologi tentang perbuatan itu sendiri sehingga pada Putusan Nomor 
23/Pid.Sus/2019/PN.Btg penulis masih melihat bahwa ancaman hukuman yang 
dijatuhkan masih sangat ringan yaitu 6 (enam) tahun yang mana jika mengacu pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana ancaman 
hukuman terhadap pelaku seharusnya dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 
tahun maka penulis melihat bahwa adanya ketidakadilan bagi korban akibat putusan 
yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan. 
Analisa Penulis 
Apabila melihat pada bahasan sebelumnya penulis berpendapat bahwa hal di atas 
menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan-ketentuan tentang berbarengan tindak 
pidana dalam KUHP, bukannya memberatkan pidana, melainkan cenderung lebih 
merupakan dasar untuk meringankan pidana dari pelaku yang melakukan beberapa 
tindak pidana. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan pandangan umum dalam 
masyarakat bahwa hukuman seharusnya sesuai atau setimpal dengan beratnya 
kejahatan. 
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Mahkamah agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan 
Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, di mana dikemukakan antara lain 
bahwa mahkamah agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang 
sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan 
jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam 
masyarakat. Karenanya, lebih tepat jika terhadap ketentuan tentang persetubuhan 
dilakukan perubahan, khususnya mengenai persetubuhan terhadap anak di bawah umur, 
sehingga hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan dapat diperberat, setidak-tidaknya 
maksimumnya yaitu maksimum pidana yang terberat sehingga dapat menciptakan rasa 
keadilan bagi korban. 
Bahwa berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa hukuman yang 
dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa “ST” masih sangat ringan di mana 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka terhadap Terdakwa yang 
hanya dijatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman 
penjara selama 3 (tiga) bulan maka penulis melihat bahwa hukuman yang dijatuhkan 
masih sangat ringan, tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan rasa adil bagi 
korban. 
Apabila melihat pada akibat yang dihasilkan dari perbuatan persetubuhan terhadap 
anak di bawah umur, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa membuat trauma yang 
berkepanjangan, dikucilkan dari sosial masyarakat dan gangguan jiwa dalam arti 
memiliki rasa takut yang besar maka seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhkan 
hukuman yang lebih berat lagi atau setidak-tidaknya maksimal sesuai dengan masa 
hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu 15 tahun. 
Tentunya waktu ini sudah sangat ringan bagi pelaku karena dampak yang dihasilkan 
dari perbuatan itu sangat menghambat pertumbuhan anak di masanya itu yaitu di mana 
anak-anak yang masih di bawah umur tidak seharusnya terganggu dengan adanya rasa 
trauma karena perbuatan persetubuhan. 
Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena pertumbuhan anak yang 
sangat bagus tentunya hal itu sangat menentukan kemajuan dari bangsa itu sendiri. 
Perkembangan anak yang baik juga dapat mendorong perubahan yang baik juga bagi 
Negara karena pupuk keberhasilan yang diterapkan pada anak sangat berpengaruh pada 
maju atau tidaknya tujuan pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 alinea ketiga yang berbunyi, “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia.” 
Akan tetapi, jika sejak dini anak sudah mengalami hal yang menghambat 
pertumbuhan sosial maka sudah tentu perkembangan juga akan terhambat. Oleh karena 
itu perlu adanya perubahan stigma penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana 
utamanya dalam penjatuhan pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah 




Berdasarkan uraian pembahasan dari permasalahan yang diangkat penulis, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Berdasarkan analisa data dan contoh kasus yang terjadi di masyarakat bentuk 
pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku tindak pidana dalam kasus 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK 
(studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg) 
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persetubuhan terhadap anak yang sering terjadi di tengah masyarakat dan 
khususnya dalam putusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Btg yang 
menjatuhkan hanya 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) kepada pelaku pidana masih belum mendapatkan hukuman maksimal. 
Hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat kejahatan masih belum maksimal 
sesuai dengan ketentuan undang-undang di mana seharusnya masa hukuman bagi 
pelaku bisa diterapkan ancaman hukuman yang tertinggi. 
2. Pertanggungjawaban oleh pelaku dalam putusan Pengadilan Nomor 
23/Pid.Sus/2019/PN.Btg yang menjatuhkan hanya 6 (enam) tahun dan denda 
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelaku pidana masih 
dirasakan belum memberikan rasa keadilan bagi korban karena jika mengacu pada 
Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana yang mana ancaman hukuman terhadap pelaku 
seharusnya 15 (lima belas) tahun penjara dan jika mengacu pada undang-undang 
perlindungan anak ancaman hukuman terhadap pelaku 5 (tahun) dan paling lama 15 
Tahun, sehingga jika melihat pada putusan pengadilan yang hanya menerapkan 
ancaman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 tentu saja tidak 
memberikan rasa adil bagi korban karena jika melihat sisi kerugian yang dialami 
korban dengan adanya guncangan, trauma berkepanjangan, adanya rasa takut dan 
beban psikologi yang diderita anak tentu sangat tidak adil. Selain itu, Tidak 
sesuainya pertanggungjawaban pidana dalam hal ancaman karena pada saat majelis 
hakim memutuskan menganut sistem syarat subjektif dan objektif sehingga 
memungkinkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana belum tentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
Saran 
1. Agar tercipta keadilan yang lebih baik lagi, menurut penulis perlu dievaluasi dan 
didalami kembali utamanya oleh para penegak hukum khususnya hakim tentang 
penanganan dari tindak pidana persetubuhan, agar dimasa depan putusan-putusan 
pengadilan yang justru malah meringankan hukuman dari kejahatan berbarengan ini 
semakin sedikit dan putusan seperti halnya studi kasus yang penulis analisa ini 
semakin banyak dan merata. 
2. Hendaknya mempertimbangkan kepentingan korban sehingga memunculkan rasa 
keadilan terhadap korban terlebih dalam menjatuhkan hukuman agar kiranya hakim 
melihat pada faktor kesalahan yang dilakukan dan tidak hanya melihat pada faktor 
subjektif semata. Agar lebih sesuai dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, 
sebaiknya terhadap ketentuan tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap anak 
dilakukan perubahan, khususnya mengenai pada tingkat pemidanaan, sehingga 
hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan dapat diperberat, sehingga menciptakan 
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